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ABSTRAK 

Penulisan ini dilatar belakangi dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum 

oleh hakim agung dengan amar putusan perbuatan Syafruddin Arsyad Temenggung  

bukan merupakan tindak pidana. SKL-22/PKPS-BPPN/0404 dalam pertimbangan 

hukum hakim sebagai perbuatan administrasi sementara pertimbangan hukum 

hakim lainnya sebagai tindak perbuatan korupsi. Tidak ada yurisprudensi yang 

digunakan dalam pertimbangan hakim. Dalam pertimbangan hukum hakim bahwa 

perbuatan tidak jelas secara rinci bahwa perbuatan Syafruddin Arsyad Temengung 

merupakan perbuatan administrasi. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum 

terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung menurut penulis cacat hukum karena 

pertimbangan hukum hakim tidak sesuai dengan keilmuan hukum. Tujuan penulisan 

akhir tugas akhir ini adalah menganalisis pertimbangan hukum putusan kasasi 

dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri tipikor dan upaya hukum terhadap 

putusan kasasi tersebut. 

Metode penelitian menggunakan pendekatan kasus hukum secara kualitatif 

deskriptif, tanpa ada angka grafik dan tabel, kasus yang dijadikan sampel 

merupakan putusan hakim, teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

menyusun data normatif, dan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif 

analisis yaitu meneliti data yang telah disusun sistematis. 

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Kasasi Nomor:1555/Pid.Sus/2019 

MA.Jkt.Pst yang melepaskan Syafruddin Arsyad Temenggung berbeda dengan 

pertimbangan hukum pengadilan sebelumnya. Alasan pembenar menurut 

pertimbangan hakim putusan kasasi tidak sesuai dengan keterangan mantan 

Presiden RI Megawati Soekarnoputri bahwa beliau tidak pernah memberikan 

keputusan surat keterangan lunas kepada Syafruddin Arsyad Temenggung.  

Syafruddin Arsyad Temenggung memberikan SKL ini atas kemauan dirinya sendiri 

dan Sjamsul Nursalim. Upaya hukum terhadap putusan yang sudah incraht 

melakukan pemeriksaan  kasasi ke Mahkamah Agung dan peninjauan kembali jika 

ada bukti baru bahwa Syafruddin melakukan tindak pidana. Putusan MA itu 

mestinya menguatkan putusan pengadilan negeri.  
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ABSTRACT 

The writing was motivated by released from all lawsuits by supreme court judge  

with verdict act Syafruddin Arsyad Temenggung was not a criminal act. SKL-22/PKPS-

BPPN/0404 on legal considerations judge as clause administrative law while legal 

considerations judge other as clause corruption act criminal. There was no 

jurisprudence used. On legal considerations was that act not cleaned was that act 

Syafruddin Arsyad Temenggung was administrative law. Released from all lawsuits 

against Syafruddin Arsyad Temenggung according writer legally disabled because 

judge didn’t dig investigation until examination which is conducted KPK. Research 

purposes the end of this task is to analyze legal considerations related to a certificate 

that is reviewed from constitution number 31 year 1999 has been changed constitution 

number 10 year 2010 as clause eradicating corruption. 

The research method uses a qualitative case-law approach that is descriptive, 

with no graph and table figures, originality and has never been studied by other 

academics, the sample case is a judge’s decision, the data collection technique uses 

normative data compilation techniques, and the data analysis technique uses 

descriptive analysis method that is researching data that has been systematically 

complied. 

  Legal Considerations in Decision Number 1555/K/Pid.Sus/2019 MA.Jkt.Pst. 

released Syafruddin Arsyad Temenggung  from all suits contradicting  prior court legal 

considerations, justification according legal considerations of the cassation decision 

it is not in accordance with statement of the former President RI Megawati 

Soekarnoputri that she never gave a full statement to Syafruddin Arsyad Temenggung. 

He gave a letter in full payment of his own accord and Syamsul Nursalim. Legal effort 

against the already incracht decision conduct a cassation check to Supreme Court and 

yudicial review if there new evidence  that He committing a criminal act. The Supreme 

Court’s decision should strengthen the court’s decision.         
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